
BUPATI MEMPAWAH 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR ST TAHUN 2021  

TENTANG 

MEKANISME PENGAJUAN TENAGA AHLI KERJA SAMA DAERAH 
DI KABUPATEN MEMPAWAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MEMPAWAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi dan daya 
saing daerah diperlukan kajian jasa tenaga ahli dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kegiatan 
kerja sama daerah; 

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan 
efektivitas pelaksanaan kajian penyelenggaraan 
pemerintahan dengan kerja sama daerah melalui jasa 
tenaga ahli perlu disusun Mekanisme Pengajuan Tenaga 
Ahli Kerja Sama Daerah Di Kabupaten Mempawah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Tenaga 
Ahli Kerja Sama Daerah Di Kabupaten Mempawah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indinesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2019  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19  
Nomor 183 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 6398);  



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi 
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nornor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017  tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018  tentang 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018  Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6219 ) ;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036),  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 157) ;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah 
Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 371 ) ;  

10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan 
Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama 
Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5 1 3 ) .  

MEMUTUSKAN :  

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN 
TENAGA AHLI KERJA SAMA DAERAH DI KABUPATEN 
MEMPAWAH 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Mempawah. 

2 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4.  Bupati adalah Bupati Mempawah. 

5 .  Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan di lingkungan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah. 

6 .  Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

7. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka 
mencapai hasil suatu program. 

8.  Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 

9.  Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

10 .  Tenaga ahli adalah orang yang mahir atau paham sekali dalam suatu 
ilmu (kepandaian) yang sudah memiliki kompetensi formal. 

1 1 .  Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah 
lain ,  antara daerah dan pihak ketiga, dan/ atau antara daerah dan 
lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada 
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling 
menguntungkan . 

BAB II 

MEKANISME 

Pasal 2 

Mekanisme Pengajuan Tenaga Ahli Kerja Sama Daerah di Pemerintah 
Daerah, sebagai berikut : 
a .  pengajuan Tenaga Ahli Kerja Sama Daerah dari Perangkat Daerah kepada 

Bupati melalui surat resmi, dengan memuat : 



1 )  latar belakang/permasalahan yang akan diselesaikan dan memerlukan 
kajian tenaga ahli serta tingkat urgensi akan kebutuhan tenaga ahli, 

2) bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam 
rangka penggunaan tanaga ahli kerja sama daerah, 

3) nama tenaga ahli dan sertifikat kompetensi tenaga ahli kerja sama 
daerah; 

b. persetujuan Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD); 
c. penyampaian permohonan kesediaan kehadiran kepada tenaga ahli kerja 

sama daerah dan balasan dari tenaga ahli yang diundang; 
d.  pelaksanaan kegiatan penggunaan tenaga ahli dilakukan pcrangkat 

daerah; 
e. penyampaian kelengkapan administrasi keuangan oleh perangkat daerah 

penyelenggara kegiatan kepada Bagian Pemerintahan untuk proses 
pembayaran honorarium tenaga ahli. 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

Pasal 3 

( 1 )  Pembiayaan penggunaan J asa Tenaga Ahli Kerja Sama Daerah di 
Kabupaten Mempawah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Program Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Sub 
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. 

(2) Bagian Pemerintahan tidak membiayai seluruh kegiatan tetapi hanya 
membayar biaya honorarium tenaga ahli kerja sama daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Mempawah. 

Dundangkan du emoaah 

pada tang9al  @.:8:@92l 
RE IARIS DJ (£ R A H  KABUPAT, + ,  M 1 M a t ;   

R I  nut'f A 6 4 P A [ L N  MMPA»Ar 
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Ditetapkan di Mempawah 
pada tanggal l -  2 -  2 0 2 1  

EMPAWAH�. f BU PAT! 


